PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 24 TAHUN 1959 (24/ 1959)
TENTANG
PERUBAHAN TAMBAHAN PERATURAN- PERATURAN PEMERI NTAH
PENGGANTI  UNDANG UNDANG NO. 7, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19 DAN 20 TAHUN 1959

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang:

a. bahwa Per at ur an- peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang:

1. No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 100)
t entang Perubahan dan Tanbahan O donansi Paj ak kekayaan;
2. No. 12 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No.

105) tentang Penetapan Penungut an Paj ak D viden;

3. No. 13 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 106)
t ent ang Per ubahan dan Tanbahan Or donansi Paj ak
Per ser oan;

4. No. 15 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 108)
tentang Kenaikan Tarip CQukai Atas Bir dan Al kohol -
sul i ngan dan Kenai kan Bea-nmasuk atas Bir;

5. No. 16 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 109)
t ent ang Per ubahan dan Tanbahan Or donansi Paj ak
Pendapat an;

6. No. 17 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 110)
t entang Perubahan dan Tanbahan O donansi Pajak Upah;

7. No. 18 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 111
tent ang Perubahan dan Tanbahan At uran Bea Meterai;

8. No. 19 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 NO 112)
tentang Perubahan dan Tanbahan Ordonansi Pajak Rumah
Tangga; dan

9. No. 20 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 113)
tentang Perubahan dan Tanbahan Undang-undang Paj ak
Penj ual an, ternyata perlu di betul kan dan di per| engkap:

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa hal-hal tersebut perlu

di atur dengan segera;

Mengi ngat: Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 (1) Undang-
undang Dasar:

Mendengar: Menteri Keuangan;
Menut uskan :
Menet apkan:

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan dan
Tanbahan Perat ur an- perat uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang:

1. No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 100) tentang
Per ubahan dan Tanbahan O donansi Paj ak Kekayaan;
2.No. 12 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 105) tentang



Penet apan Penmungut an Paj ak D vi den;
3. No. 13 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 106) tentang
Per ubahan dan Tanbahan O donansi Paj ak Per seroan;

15 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 108) tentang
Kenai kan Tarip CQukai atas Bir dan Alkohol-sulingan dan
Kenai kan Bea-nmasuk atas Bir

16 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 109) tentang
Per ubahan dari Tanbahan Ordonansi Paj ak Pendapat an;

17 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 110) tentang
Per ubahan dan Tanbahan O donansi Paj ak Upah ;

18 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 111) tentang
Per ubahan dan Tanbahan At uran Bea Mterai

19 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 112) tentang
Per ubahan dan Tanbahan O donansi Paj ak Runah Tangga; dan

20 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 113) tentang
Per ubahan dan Tanbahan Undang-undang Paj ak Penj ual an.

»
&
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Pasal 1.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 100) tentang Perubahan dan Tanbahan
O donansi Paj ak Kekayaan, ditanbah sebagai beri kut:

Pada Pasal 1 ditanbah beberapa sub sebagai beri kut:
"1 V. Pasal 3 diubah dan dibaca sel uruhnya sebagai berikut:

Pasal 3.

Per seroan, persekutuan, perkongsian perkapalan dan warisan
yang bel um t erbagi .

(1) Ji ka seorang wajib-pajak pesero atau lebih atau anggota firnma
atau perseroan konanditer, persekutuan atau perkongsi an
per kapal an yang ber kedudukan bai k di |ndonesi a maupun di | uar
I ndonesia, tidak dikenal ataupun terhadap hak bagian |aba
terdapat keragu-raguan, naka perseroan, persekutuan atau
per kongsi an perkapal an di kenakan paj ak sebagai ganti persero
atau anggot a tersebut.

(2) Apakah suatu perseroan, persekutuan atau perkongsian perkapal an
ber kedudukan di | ndonesia ditentukan nenurut keadaan.

(3)Sel ama suatu warisan belum terbagi, maka warian itu sebagai
suatu kesatuan di kenakan pajak sebagai ganti nereka yang
ber hak" .

"V.Pasal 7 diubah sebagai berikut:
ke- 1. Pada anak-bagian a jumah "Rp. 3.000,-" diganti dengan kat a-
kata: "lima puluh ribu rupiah".
ke- 2; Pada anak-bagian ¢ jumah "Rp. 800,-" diganti dengan Kkat a-
kata:"tiga ribu enamratus rupiah".

"Vl . Pada pasal 13 ayat (1) bagian kalimat "De" sanpai, "dan"
di baca sebagai beri kut:
"Orang yang tidak bertenpat tinggal di |Indonesia di mnaksud pada



pasal 2, dem ki an pul a per seroan, per sekut uan
per kongsi an perkapalan yang tidak Dberkedudukan di
I ndonesia serta warisan belum terbagi, yang ditinggal kan
oleh seorang yang sebelum neni nggal dunia tidak
bertenpat tinggal di I ndonesi a, berkewajiban paj ak
ber dasarkan kekayaan bersi hnya, ditaksirkan dan dihitung
menurut ketentuan-ketentuan Bab |l dengan pengertian
bahwa nengenai nereka tidak diperhatikan lain-lain mlik
kecual i ".

"MIl.Pada pasal 21 ayat (2) huruf a jumah "Rp. 25.000,--"
diganti dengan kata-kata: "lima ratus ribu rupi ah".

"MI'11.Pasal 22 diubah sebagai berikut:

ke- 1. Ayat (3) di hapuskan.

ke- 2. Pada ayat (5 ) kata-kata:

"of van de autoriteit in Nederland overeenkonstif het derde lid
aangewezen" di hapuskan.

ke- 3. Ayat (6) dibaca:

"Jangka waktu ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
di perpanj ang ol eh Kepal a | nspeksi Keuangan".

"l X. Pasal 23 ayat (3) dibaca:
"(3) Tenpat pengenaan paj ak nengenai warisan yang belum terbagi
di t ent ukan nmenur ut keadaan".

"X.Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai
beri kut :

"(1) Wajib-pajak dinmksud pada pasal 2, demkian pula perseroan,
per sekut uan, perkongsi an perkapal an serta warisan bel um
terbagi di naksud pada pasal 3, dikenakan pajak ditenpat
barang tak gerak terletak atau berada atau ditenpat
perusahaan atau pekerjaan semata-mata atau terutana
di | akukan".

"Xl .Pasal 40 ayat (3) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai
beri kut :
"(3) Untuk pajak, terutang oleh wajib-pajak di maksud pada pasal 2
atau pasal 3, maka wakilnya, kuasanya, sesanma pesero
serta para ahli-waris di |ndonesia bertanggung renteng".

"Xil.Pasal 41 ayat (5) diubah dan dibaca seluruhnya sebagai
beri kut :

"(5) Ketetapan pajak dari orang tidak bertenpat tinggal di
I ndonesia, demkian pula dari perseroan, persekutuan,
per kongsi an perkapalan serta warisan belum terbagi
di mksud pada pasal 3, ditagih seluruhnya pada hari
kel i mabel as, dari bulan ketiga yang berikut pada bul an
dal am mana surat ketetapan pajak diberikan, yang berl aku
sebagai angsuran".

"X1l.Pada pasal 52 ayat (9) kalimat kedua yang dinmulai dengan
kata "In" dan diakhiri dengan kata "aangewezen"
di hapuskan".



"XI'V.Pada pasal 55 ayat (1) kalinmat kedua yang di nulai dengan
kata "In" dan diakihiri dengan kata "aangewezen"
di hapuskan".

"XV. Pasal 66 dan pasal 67 di hapuskan".
Pasal I1.

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang No.12 tahun 1959
(Lenbar an-Negara tahun 1959 No. 105) tentang Penungutan Pajak
D vi den, diubah dan ditanbah sebagai berikut:

| . Pasal 1 diubah dan di baca sel uruhnya sebagai beri kut:
Pasal 1.

(1) Dengan nama "Pajak Dividen" di kenakan pajak atas hasil, dengan
nama atau dal am bentuk apapun juga, dari saham saham tanda-
tanda |aba dan surat-surat obligasi yang dikeluarkan ol eh
per seroan terbatas, perseroan konmanditer atas saham saham dan
per kunmpul an- per kunpul an yang nodal nya sel uruhnya at au sebagi an
ter bagi atas saham saham yang berkedudukan di | ndonesi a.

(2) b mana dal am Peraturan ini di sebut hasil, nmaka di naksudkan ial ah
hasil sebagai diartikan dal amayat (1)",

I'l. Pasal 3 diubah dan dibaca sel uruhnya sebagai berikut:
"Pasal 3.
Sebagai hasil di anggap antara | ain:

a. penberi an keuntungan, dengan nanma at au dal am bent uk apapun j uga;

b. penbayaran kenbali karena |ikw dasi yang nel ebi hi jum ah noda

yang tel ah di setorkan

penberi an saham bonus yang di | akukan dengan tiada penyet or an;

pencat at an t anbahan nodal dengan tidak penyetoran;

. penbayar an kenbal i nodal yang tel ah di setorkan, jika dalam tahun-
tahun yang |anpau diperoleh keuntungan, kecuali jika
penbayaran kenbali itu adalah akibat dari pengecilan
nodal statuair yang di | akukan secara sah

f.bunga dan penberi an keuntungan atas surat-surat obligasi".

® 2o

Il1l.Pasal 5 diubah sebagai berikut:
ke- 1. Pada ayat (1) kata "Bruto" dihapuskan.
ke- 2. Pada ayat (3) kata-kata "hasil sahant diganti dengan Kkat a:

"hasil".
ke- 3. Pada ayat (4) kata-kata: "Hasil sahamt diganti dengan kata
"hasi|" dan kata-kata: "hasil bersih" diganti

dengan kata: "hasil".

I V. Pasal 6 diubah sebagai berikut:
ke- 1. Pada ayat (1) kata-kata: "Pengurus badan yang nenberikan hasil



saham seperti di maksudkan dal am pasal 3 ayat
(1)", diganti dengan kata-kata: "Pengurus
badan yang nenberikan hasil" dan Kkata-Kkata:
"Kas Negeri" diganti dengan kata-kata: "Kas
Negar a"

ke- 2. Ayat (2) diubah dan di baca sel uruhnya Sebagai beri kut:

"(2) Penberitahuan harus nenuat Junml ah keuntungan yang di bagi kan
besarnya dividen atau bagian keuntungan pada
tiap-tiap surat saham atau surat tanda berhak
keunt ungan, besarnya bunga obligasi, hari pada
mana dividen, bagian keuntungan atau bunga
obl i gasi itu dibayarkan, cara penbayaran
jum ah pajak yang terutang dan nama serta
alamat orang atau badan yang nenerinma atau
yang berhak atas dividen, bagian keuntungan
atau bunga obligasi termaksud".

V. Pada pasal 8 ayat (2) kata-kat a:
"penbayaran dividen atau bagian keuntungan itu", diganti dengan
kat a- kata" "penbayaran dividen, bagian keuntungan atau
bunga obligasi"

VI . Pasal 9 di hapuskan

VI I . Pasal 10 di ubah sebagai berikut:

ke- 1. Pada ayat (3) kata-kata: "sipenerinma hasil sahan diganti
dengan kata-kata: "penerinma hasil".

ke-2. Pada ayat (4) kata-kata: "nenberi dividen atau bagian
keunt ungan" di ganti dengan kata-kata: "nenberi
di vi den, bagi an keunt ungan at au bunga
obl i gasi".

ke- 3. Pada ayat (6) kata-kata: "tanggal ketetapan" diganti dengan
kat a- kata: "tanggal surat ketetapan”.

VII1.Pasal 11 di ubah sebagai berikut:

ke- 1. Pada ayat (1): kata-kata:

a. kat a- kata: "Badan yang nenberi kan hasil seperti di naksudkan dal am
pasal 3 ayat (1)" diganti dengan Kkata-
kat a: "Badan yang nenberi kan hasil".

b. kat a- kata: "hasil-hasil diganti dengan kata; "hasil"

c. kat a- kat a: "menberi kan dividen" diganti dengan kat a-kat a:
"menberi kan hasil".

d.sub d kata: "berhutang" diganti dengan kata: "terutang".

ke- 2. Pada ayat (2) antara kata "uang" dan koma disi sipkan kat a-

kata: "akan tetapi berupa tanda".

| X. Pasal 12 di ubah sebagai beri kut:
ke-1. Pada ayat (1) kata-kata: "hasil saham diganti dengan kata"
hasil".
ke- 2. Pada ayat (5) kata-kata: "ayat (2)" diganti dengan kata-kata
"ayat (1)".

X. Pada pasal 16 ayat (1) kata-kata: "seperti termaksud dal am
pasal 3 ayat (1)" di hapuskan.



Xl . Pada pasal 19 ayat (1) kata-kata: "di dalam Negara" diganti
dengan kata-kata: "di |ndonesia".

Xl'I.Pasal 24 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat (1) kat a- kat a: "badan yang nenberi bagi an
keuntungan” diganti dengan kata-kata: "badan
yang nenberi kan hasil".

ke- 2. Pada ayat (2) huruf d kata-kata: "penbayaran dividen" diganti
dengan kat a-kata: "penbayaran hasil".

ke- 3. Pada ayat (4) kata-kata: "di dalam negeri" diganti dengan
kat a- kata: "di |ndonesia".

Pasal 111.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 106) tentang Perubahan dan Tanbahan
O donansi Paj ak Perseroan, diubah dan ditanbah sebagai beri kut:

Pasal 1 diubah dan ditanbah sebagai berikut:

ke- 1. Pada sub 20 dit anbah:
Kat a-kata: "pasal 7 dari peraturan yang disebut terakhir" diganti
dengan kata-kata: "pasal 7 baik dari peraturan yang
di ruat dal am Lenbar an-Negara tahun 1949 No. 179 nmaupun
dari peraturan yang dinuat dalam Lenbaran- Negara tahun
1958 No. 139".
ke- 2. Sesudah sub 3o di si si pkan
"3A0. Pada pasal 3 ditanbah suatu ayat yang berbunyi sebaga
beri kut :
"(5) Pajak dividen yang di potong berdasarkan pasal 5 ayat (3)
Per aturan Pajak D viden 1959 termasuk pengertian | aba".
ke- 3. Sesudah 40 di si si pkan
"4A0. Pasal 8 di ubah dan di baca sebagai beri kut:
"Apabi | a pada keuntungan yang di maksud dal am pasa

3 dari badan-badan seperti disebut dal am pasa

1 ayat (1) ke-1 dan ke-2 terdapat keuntungan

yang di perol eh dari:

a. perusahaan- per usahaan di |uar |ndonesia yang
di | akukan oleh pendirian tetap yang
ber kedudukan di sana;

b. barang tak gerak yang terletak atau ada di
| uar |1 ndonesi a;

C. pi ut ang- pi utang yang jum ah pokoknya dijamn
dengan hipoti k atas barang tak bergerak
sedem ki an, nmaka pajak yang ditentukan
menurut O donansi Pajak Perseroan 1925
untuk suatu |aba yang sanma dengan |aba
yang diperoleh bersih dari keuntungan
tersebut di atas".

"4Bo. Pada pasal 10 ditanbah ayat-ayat baru yang berbunyi
sebagai beri kut:

"(3)Paj ak dividen vyang dipotong dikurangkan
dari paj ak perseroan yang dikenakan
nmengenai tahun buku dalam nana hasil



saham itu dibayarkan atau disediakan

unt uk di bayarkan, asal hasil-hasil itu
tel ah termasuk | aba yang di kenakan paj ak
per ser oan.

(4) Pengur angan dengan paj ak dividen dinmaksud
pada ayat (3) hanya dilakukan sanpai
jum ah paj ak perseroan yang terhutang.

(5)Bila untuk sesuatu tahun diderita kerugi an
maka kemungki nan unt uk nmengut angkan paj ak
di viden hil ang.

(6) nt uk nenperol en pengurangan paj ak dividen
tersebut dalam ayat (3) pada surat
penberitahuan harus dilanpirkan nota
di viden ternmaksud pada pasal 11 Peraturan
Paj ak Di vi den".

ke- 4. Sesudah sub 50 di si si pkan
50. Pasal 22 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
beri kut :

"Pengurus perseroan, perhinpunan, naskapai, |enbaga
atau badan dapat diwajibkan oleh Kepala
I nspeksi Keuangan;

- dengan tidak mengur angi kewaj i ban unt uk
nmenper | i hat kan penbukuan dan surat-surat yang
di j adi kan dasar untuk penbukuan itu menurut
pasal 14 -, guna Kkepentingan penetapan paj ak
unt uk menberi kan ket erangan- ket erangan | ebih
lanjut, dengan lisan atau tertulis, dan untuk
nmenperlihatkan surat-surat lain yang dapat
di pakai untuk nenguatkan penberitahuan, atau
penut ur an- penut uran kenudi an".

"5Bo. Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebaga

beri kut :
"Kal au setel ah penyerahan surat penberitahuan kendati pun penegoran
tertulis, ti dak di masukkan sur at

penberitahuan, atau bila kewajiban nenurut
pasal - pasal 13 ayat (3), 14 ayat (1) dan 22
ayat (2) tidak dipenuhi, maka pajak yang
t er masuk dal am ket et apan paj ak ditanbah dengan
seratus prosen”.

Pasal |V.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 15 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 108) tentang Kenai kan Tarip Cuka
atas Bir dan Al kohol-sulingan dan Kenai kan Bea nasuk atas Bir
di ubah dan ditanbah sebagai berikut:

pasal 2 huruf B kata-kata: "Rp. 480,- perhektoliter cairan”
di ubah nmenj adi kata-kata: "Rp. 1.000,- perhetoliter cairan".

Pasal V.



Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 109) tentang Perubahan dan Tanbahan
O donansi Paj ak Pendapat an, di ubah dan ditanbah sebagai beri kut:

Pasal 1 diubah dan ditanbah sebagai berikut:

A ke-1. Pada sub II, pasal 2 ayat (1) anak-anak bagian huruf a dan b
kat a-kata: "barang tak bergerak"” diganti dengan
kat a- kata: "barang tak gerak".

ke-2. Pada sub |11l pada 2a ayat (3) antara kata-kata "sebagai" dan
"ganti" di si si pkan kat a- kat a suatu kesat uan

di kenakan paj ak sebagai ".

ke- 3. Pada sub |V, pasal 2b ayat (1) masing-masing huruf a, huruf b
dan huruf c, kata-kata masing-masing "usaha dan
kerja", "barang tak bergerak"” dan "harta bergerak”
di ganti dengan kata-kata "usaha dan tenaga",
"barang tak gerak" dan "harta gerak".

ke-4. Pada sub IV, pasal 2c ayat (3) anak-anak bagian huruf a dan
hur uf b kalinmat pertama  nasi ng-nmasi ng kat a:
"mengoper” diganti dengan kata: "nmengoperkan".

ke-5. Pada sub 1V, pasal 2c nasing-nasing kata-kata: "harta diganti
dengan kata-kata: "barang tak gerak".

ke-6. Pada sub IX pasal 2c mmsing-masing kata-kata "harta
ber ger ak", "barang tak bergerak"™ dan "barang
ber gerak”, "barang tak gerak" dan "barang gerak".

ke-7.Pada sub |V, pasal 2f kata: "tantiene" diganti dengan Kkat a:
"tontine".

ke- 8. Pada sub V, rpasal 3 anak-anak bagian huruf o dan huruf p
masi ng- masi ng kat a-kata: "barang tak bergerak" dan
"harta bergerak" diganti dengan kata-kata: "barang
tak bergerak” dan "harta bergerak.

ke-9.Pada sub WVIII, pasal 5a ayat (2) masing-nmasing kata-Kkata:
"barang tak bergerak" clan "barang Dbergerak"
diganti dengan kata-kata: "barang tak gerak dan
"barang gerak".

ke- 10. Pada sub X, pasal 8 tarip B jum ah pajak "Rp. 34. 050, -" pada
pendapatan "Rp. 15.000,-" diganti nenjadi jum ah
paj ak pokok "Rp. 34. 800, -.

ke- 11. Pada sub XVIl, pasal 13 ayat (1) kata-kata "pasal 12 ayat
(7)" diganti dengan kata-kata: "pasal 12 ayat (9)".

B. Pada sub 1V, pasal 2c ayat (3) ditanbah anak bagian baru yang
ber bunyi :



"c"Kerugi an berhubung dengan pengoperan termaksud pada huruf a
tidak di perhatikan".

C ke-1. Pada sub IV, pasal 2e ditanbah ayat baru yang ber bunyi :

"(4) Pajak D viden, yang dipotong berdasarkan pasal 5 ayat (3)
Peraturan Pajak Dividen 1959 di anggap sebagai hasil
harta gerak".

ke-2. Pasal 8d sub XV, ditanbah ayat baru dan dibaca seluruhnya
sebagai beri kut :

"Pasal 8d.

(1) Paj ak yang dengan nenperhati kan pasal 8c ditentukan menur ut
tertib B dari pasal 8c ditentukan nenurut tarip B dari
pasal 8, jika pajak itu dihitung nenurut pendapatan
bersi h setahun sebesar delapanbelas ribu rupiah atau
[ ebi h di kurangkan dengan pajak upah yang dipungut atas
pendapatan itu atau atas bagi an-bagi annya. Jika juni ah
paj ak upah tersebut Iebih besar dari pada pajak itu,
maka kel ebi hannya di kenbal i kan.

Pemungut an maupun pengenbal i an di maksud ti dak dil akukan, jika paj ak
itu tidak berbeda |ebih dari sepuluh persen dari pajak
upah yang di pungut .

(2) a.Pengurangan pula dilakukan dengan pajak dividen
yang dianggap sebagai pendapatan ternaksud
pada pasal 2c ayat (4).

b. Pengurangan dengan pajak dividen dinmaksud hanya
di | akukan sanpai jum ah paj ak pendapatan yang
terutang, dalam hal termaksud pada ayat (1)
hanya sanpai juniah pajak pendapatan sesudah
di kurangkan dengan paj ak upah.

c. Pengurangan dengan pajak dividen tidak dil akukan
apabila karena sesuatu hal wajib-pajak tidak
nmenpunyai pendapatan kena paj ak dan dal am hal
termaksud pada ayat (1), apabila jun ah pajak
upah 1ebih besar dari pada pajak pendapatan
atau apabila jumah pajak pendapatan tidak
nmel ebi hi paj ak upah dengan suatu jum ah yang
| ebi h dari sepul uh persen dari pajak upah itu.

d. Untuk nendapat pengurangan nenurut ayat ini mnaka
wajib pajak harus nenyerahkan nota dividen
termaksud pada pasal 11 Peraturan Paj ak
D vi den 1959".

D. Pasal 7 sub | X di baca sel uruhnya sebagai beri kut:
"Pasal 7.
(1) Bi l amana di pandang dari tanda-tanda kemanpuan yang nanpak
pendapatan bersih seorang wajib-pajak yang bertenpat

tinggal di Indonesia berjunm ah kurang dari del apanrat us
ribu rupiah, nmaka dengan nenyi npang dari pasal-pasal 2,



2a sanpai dengan 2f, 5 dan 5a cukup nenggol ongkan
paj aknya nenurut ukuran tersebut dalam salah satu kel as
tarip A dari pasal 8.

(2) Dal am nel akukan ketentuan pada ayat (1) naka hasil tanah
yang telah di kenakan pajak hasil bum (Per at ur an
Permerintah Pengganti Undang-undang Pajak Hasil Bum
1959) tidak diperhatikan".

E. Pada sub X pasal 8 ayat (4) di hapuskan.

F. Sesudah sub XV di sisi pkan sub XVa baru sebagai berikut:

"XVa. Pada pasal 11 sesudah ayat (1) ditanbah ayat baru yang
ber bunyi :
"(la)Juga apabila kepadanya tidak diberikan surat
penberi tahuan, maka wajib-pajak yang pendapatan
ber si hnya berjum ah del apanbelas ribu atau lebih
setahun dan tidak semata-mata terdiri dari
pendapat an ternaksud pada pasal 17a ayat-ayat (1),
(6) dan (7), wajib nelakukan penberitahuan sebel um
tanggal 1 April dari tahun yang berikut pada tahun
t akwi ni.

Pasal WVI.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 17 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 110) tentang Perubahan dan Tanbahan
O donansi Paj ak Upah, diubah sebagai beri kut:

Pasal 1 di ubah sebagai berikut :

Pada 2e, pasal 9 A ayat (1l-bis) kalimat kedua yang dimul ai
dengan kata "Dasar" dan diakhiri dengan kata "Keuangan",
di hapuskan.

Pasal VII.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1959
(Lenbar an-Negara tahun 1959 No. 111 ) tentang Perubahan dan
Tanbahan Aturan Bea Meterai, diubah dan ditanbah sebagai berikut:

l. Pada pasal | di adakan perubahan- perubahan sebagai beri kut:
sub a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) " Gour verneur Ceneraal" di baca "Menteri Keuangan"

(Pasal 2 ayat (2), pasal 3 ayat (3), pasal 4 ayat
(1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31 Il Sub 35 dan Sub
37, Pasal 119 ayat (1) ),
2)"Gou Verneur Ceneraal" di baca "Mnteri Keuangan"

(Pasal 5 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 61 ayat
(4), Pasal 78 ayat (7), Pasal 104 ayat (31)

sub c. Kata-kata "pasal 119b ayat (2)" di hapuskan

sub eSesudah sub d disisipkan sub ¢ yang berbunyi sebagai
beri kut :
"Resi denti egerecht™” di baca "Pengadilan  Negeri"
[pasal 101 ayat (3) dan ayat (4) huruf c pasal 102
a ayat (3)].

sub f.Kata-kata "pasal 119a ayat (2)" dihapuskan

sub h.Kata-kata "pasal 119a ayat (3)" pasal 119a ayat (1)"



di hapuskan.
sub p. D hapuskan.

1. a.Pasal Il (lam) dijadikan pasal I1l1 dan pasal 11l (lam)
di j adi kan pasal |I1I
b.Pasal 111 (lama) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Bea neterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah".
c.Pasal 11 (lama) sub B: pasal 23 ke-2 diubah sehingga

ber bunyi sebagai berikut:

"2 surat pernohonan dal am bentuk apapun, juga dal am surat atau
catatan (neno) yang ditujukan kepada Penerintah kepada
pegawai negeri dal am jabat annya, kepada haki m pengadil an
yang nengadi |i atas nama keadil an, kepada juru pem sah,
kepada penerintah Daerah dinaksud dalam Undang-undang
No. 1 tahun 1957 tentang Pokok- pokok Penerintahan Daerah
(Lenbar an-Negara tahun 1957 No. 6) juncto Penetapan
Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Penerintah Daerah,
kepada pegawai Penmeri ntah Daerah dalam jabatannya
kepada badan wusaha berdasarkan |.B.W dan |.C W,
dem kian pula aseli, salinan atau petikan surat
keputusan at as pernohonan tersebut yang diberikan kepada
yang ber kepenti ngan".

d. Pasal Il (lama) sub c.

1)Di  atas kata-kata: "pasal 38" disisipkan kalimat
sebagai beri kut:
"Kepal a Bab |V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tentang bea neterai: untuk tanda penerinmaan uang, tanda penyi npanan
uang dan surat saldo, tanda masuk dan tanda
| angganan, tanda keanggotaan dan surat undian;
untuk surat pengakuan hutang, surat tanda gadai,
surat perjanjian kredit dan penberian jam nan
sanpai jum ah tidak | ebih dari seribu rupiah".
2)Pasal 38 b dibaca sebagai berikut:
"tanda yang dibuat sepihak yang nenyebutkan penerinmaan atau
pem ndahan uang";
e. Pasal 38 sub b di ubah sehi ngga berbunyi sebagai berikut:
"j.tanda yang dibuat sepihak yang nenuat pengakuan
kewaj i ban untuk nelunasi sejuniah uang atau untuk
nmenyer ahkan barang, asalkan kewajiban tersebut
ti mbul kar ena perjanjian, ber dasar kan nmana
penghut ang neneri ma sejum ah uang tidak |ebih dari
seribu rupiah dan tanda itu tidak termasuk di dal am
sal ah satu bab beri kut;
k.tanda yang di buat sepihak ol eh penberi gadai nengena
gadai tanah atau barang nenurut hukum adat, jika
jum ah uang gadai |ebih dari seribu rupiah;
l.tanda yang nenuat perjanjian kredit dalam mana
di berikan kredit setinggi-tingginya seribu
rupi ah",
f.Sub E di ubah sehi ngga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 41 ke-1 di baca sebagai berikut:



ke- 1. Tanda-tanda disebut dalam pasal 38 jika
nmengenai jumah wuang dua puluh Ilima
rupiah atau kurang asalkan hal itu
ternyata dari tanda dan jumiah itu tidak
di peruntukkan nengurangi atau nel unasi
jum ah uang yang | ebi h besar".

g. Pasal 41 ke-9 di baca sebagai berikut:

"9. Tanda bukti penerinmaan untuk penbayaran dari Kas Negara, Kas
dana Penerintah, kas Penerintah Daerah di nmaksud
dal am Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-
pokok Pereri ntahan Daerah Juncto Penetapan Presiden
No. 6 tahun 1959 tentang Penerintah. Daerah, serta

kas dari badan usaha Dberdasarkan |[|.B.W dan
I.CW";
h. Sub F.
Sesudah pasal 45 ke-4 disisipkan kalinmat sebaga
beri kut :
ke- 11: a. Anak kalimat "met inbergrip can rijbew jen voor
het besturen van notorrijtuigen”
di hapuskan.

b. Surat keterangan nengenudi kan kendar aan
ber not or di kenakan bea neterai
I i mabel as rupi ah.

d. Huruf c dijadi kan d.

i.Sub G
Nonmor 14 di baca sebagai beri kut:
"Surat pernohonan untuk pewar ga- negaraan”.

I1l.Pasal 1V
a. Kata-kata "hasil bum" dalamBab XlII| dibaca "hasil bum dan
hasil | ai nnya".

[ pasal 109 ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (9), ayat (10),
ayat (11); pasal 110 ayat (3)), ayat (4); pasal 111 ayat
(1) ke-1 dan ke-2, ayat (3); pasal 112 ayat (2); pasal
115 ayat (1), ke-3, ke-5 dan ke-6].

b. Pasal 109 ayat (3);
1. kat a- kata "ki ni ne, sagu, beras" di hapuskan.
2.kata-kata "kulit" dibaca "kulit binatang" dan yang

kedua di hapuskan.

c.Pasal 113 ayat (2): kata-kata "kiri" dibaca "kanan" dan
kat a- kata "kanan"di baca "kiri".

d. Pasal 116a.
Ket ent uan- ket ent uan dal am bab ini tidak berlaku terhadap
transaksi dalam hasil bum dan hasil lainnya yang

di adakan ol eh eksportir yang berkedudukan di |ndonesia
dengan pi hak di |uar |ndonesi a.

| V. Pasal 73e sub a di baca sebagai beri kut:



"tanda yang dibuat dari perjanjian hutang-piutang, dinmna oleh
suatu badan penberi kredit, baik yang berkedudukan di |uar
I ndonesi a maupun yang berkedudukan di 1Indonesia, di berikan
kredit kepada penerintah R, Penerintah Daerah, badan usaha
berdasarkan |I.B.W dan |I.C W Pasal V sub pasal 73e ditanbah
dengan sub c¢ yang berbunyi sebagai berikut:

"c.surat obligasi yang dibeli oleh Penerintah atau Badan Penberi

Kredit".

Pasal V1.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang No. 19 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 112) tentang Perubahan dan Tanbahan
O donansi Paj ak Rumah Tangga, diubah dan ditanbah sebagai beri kut:

Pasal 1 diubah dan ditanbah sebagai berikut:

A ke-1Pada sub II, 11l dan |V pasal-pasal 2, 3 dan 4 diubah dan
di baca sel uruhnya sebagai berikut: "a-Nlai sewa.
Pasal 2.Bila sewa rumah kedi aman yang disewa dan bungal ow yang
di sewakan ditetapkan sebesar jumlah wuang yang
di bayar oleh penyewa untuk penyewaan itu baik
| angsung kepada yang nenyewakan, naupun dengan cara
[ ain, tidak termasuk biaya peneliharaan dan
penbetulan yang nenurut aturan-aturan Undang-
undang harus dipi kul ol eh penyewa, kecuali apabila
menurut pendapat Kepala |nspeksi Keuangan yang
ber sangkutan jum ah uang tersebut dianggap tidak
sesuai dengan nilai sewa sebenarnya dal am pasaran

bebas. Dalam hal ini Kepala Inspeksi Keuangan
nmenetapkan nilai sewa kena pajak dengan jalan
per ki r aan.

Pasal 3.(1)Nilai sewa rumah kedi aman yang tidak di sewa dan bungal ow
yang tidak di sewakan atau rumah kedi aman yang
di sewa dan bungal ow yang di sewakan dal am satu
jum ah dengan barang lain, selain dari pada
bangunan t ur ut annya dan pekar angannya,
ditetapkan dengan jalan perkiraan setelah
di bandi ngkan dengan rumah atau bungal ow yang
disewakan di tenpat itu atau ditenpat yang
t er dekat .

(2) Dal am nengenakan paj ak unt uk Presiden Republik |ndonesia nenur ut
dasar nilai sewa dan perabot rumah tidak
di hitung bangunan dan per abot rumah  di
Jakarta, yang disediakan guna penakaian ol eh
Presiden, begitu juga |apangan-|apangan dari
istana di Bogor dan di G panas

(3) D hapuskan".

B. Sesudah sub XV di adakan sub-sub baru yang berbunyi sebaga
beri kut :
"Xl Va. Pasal 26 ayat (1) diubah dan di baca sebagai berikut:
(1) Apabila wajib-pajak berkeberatan terhadap penetapan
nilai sewa rumah kedi amannya yang nenyi npang dari
uang sewa Yyang di bayarnya sebagai mana di naksudkan



pada pasal 2, naka ia dapat nmemnta supaya nila
sewa sebenarnya atas biayanya sendiri, dikirakan
oleh tiga orang ahli yang ditunjuk oleh Kepala
I nspeksi Keuangan".

"X Vb. Pasal 31 diubah dan di baca sel uruhnya sebagai berikut:

"Ket et a

pan pajak ditanbah oleh Kepala Inspeksi Keuangan
bi | amana ket erangan-keterangan kenudi an nenberi kan
alasan untuk itu ataupun bila dengan cara lain
dapat  di ket ahui , bahwa telah dilakukan suatu
penberitahuan yang tidak betul yang nerugikan
Negara, satu dan lain dengan tidak nengurangi hak
unt uk nengaj ukan keberatan terhadap itu, dengan
cara dan di dal am waktu yang ditent ukan dal am pasa
29, sedang terhadap jangka waktu itu berl aku pul a
pasal 29 ayat (6)"

C. Sesudah sub XV di adakan sub baru yang berbunyi sebagai berikut:

"XVa. Pasal 33a ayat (3) dihapuskan".

D. Sesudah
ber i kut
"XVI11. Pasal

Per at uran Peneri ntah Pengganti

sub XVvIl diadakan sub baru yang berbunyi sebagai

42 di hapuskan".
Pasal | X
Undang- undang No. 20 tahun 1959

(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 113) tentang Perubahan dan Tanbahan
Undang- undang Paj ak Penj ual an, di ubah dan ditanbah sebagai berikut:

1. a. Pasal
b. Sub |
"ke-5 |

2 sub 1: D hapuskan.
B ke-5 di baca sebagai berikut:
asa: senua tindak usaha - selain penyerahan di nmaksud

pada-pasal 1 ayat (1) ke-3 - dengan penggantian yang

di
in

| akukan dengan bebas ol eh pengusaha disebut di bawah
i

.notaris;

. pengacara, prokurir (procureur);
. konsul en;

. pengusaha kant or adm ni strasi ;

. akont an;

. makel ar;

. kom si oner;

.juru |elang;

penborong sel ai n penbor ong nakanan at au bahan nakanan;

. pengusaha biro perencana;

. pengusaha reparasi, peneli haraan;

. pengusaha per awat an j asmani ah;

. pengusaha  assur ansi kerugi an, selain  assuransi
pengangkut an;

. Pengusaha per sewaan barang ber ger ak;

. Pengusaha persewaan ruangan selain wuntuk tenpat



tinggal .
16. pengusaha biro reklane, biro iklan
17. pengusaha bi nat u;
18. pengusaha biro perjal anan.

I1.Pasal 2 sub VI

B. kat a- kata: "penerinma jasa" dibaca: "atau penerinma jasa".

E. di baca sebagai berikut:

Ayat (5) a.kata-kata "pabri kan" di gant i dengan
"pengusaha”.
b.antara kata-kata "penbeli" dan "sebanyak"
di si si pkan kat a- kat a "at au peneri ma
jasa".

I11.Pasal 2 sub I X
Ayat (14) diubah sehingga berbunyi sebagai beri kut:
"jasa berupa pertol ongan atau perawat an di bi dang ket abi nan
Ayat (15) di hapuskan.
Ayat (16) "jasa yang dil akukan ol eh pengusaha pengangkut an".

Ayat (17) "jasa yang dil akukan ol en pengusaha persewaan buku
bacaan",

Ayat (18) "jasa yang dilakukan ol eh nmakelar dan kom sioner
ber kenaan dengan transaksi-transaksi nengenai surat effek,

hasil bum dan hasil |ainnya di maksud dal am pasal 109 Aturan
Bea Meterai 1921".

Pasal X

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkan

Agar setiap orang dapat nmenget ahui nya, nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desenber 1959.

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

SCEKARNG

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desenber 1959,
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.

SAHARDI O,



PENJELASAN
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVCR 24 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN TAMBAHAN PERATURAN- PERATURAN PEMERI NTAH
PENGGANTI  UNDANG UNDANG NO. 7, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 19 DAN 20 TAHUN 1959

UMUM

Per at ur an- peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang yang
nmenuat perubahan dan tanbahan O donansi Paj ak Kekayaan, O donansi
Paj ak Perseroan, O donansi Pajak Pendapatan, O donansi Pajak Upah
Aturan Bea Meterai, O donansi Paj ak Rumah Tangga dan Undang- undang
Paj ak Penjual an tentang kenaikan tarip cukai atas bir dan al kohol
sul ingan dan kenai kan bea masuk atas bir dan tentang penetapan
Pemungut an Paj ak Dividen, ternyata nmenuat ketentuan-ketentuan yang
dapat nmeni nbul kan kesukar an- kesukar an dal am pel aksanaannya.
Ber hubung dengan itu perlu diadakan perubahan dan tanbahan pada
Per at ur an- per at uran yang ber sangkut an.

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Per ubahan- per ubahan dan tanbahan-t anbahan yang di usul kan dal am
pasal ini nmenpunyai maksud nenyesuai kan satu dan lain dengan
keadaan pada waktu ini, selanjutnya dengan perubahan- perubahan
yang sebelummya telah diadakan pada O donansi dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 100).

Pasal I1.

Dal am pasal ini selain dinuat perubahan nengenai beberapa
istilah yang kurang tepat, diadakan pula perluasan obyek pengenaan
dengan bunga- bunga obl i gasi .

Sel anjutnya berhubug dengan sistimatik perundang-undangan
di pandang tidak benar materi nengenai perhitungan pajak dividen
dengan masing-masi ng paj ak pendapatan dan pajak perseroan diatur
dal am Peraturan Pajak Dividen (pasal 9). Hal ini akan diatur dal am
O donansi - ordonansi Paj ak yang ber sangkut an itu.

Pasal 111.

ke- 1 dan ke-2. Cukup j el as.

ke-3 sub 4 A°. Ketentuan wuntuk nmencegah pajak berganda kini
di sesuai kan dengan ketentuan vyang telah |ama
berlaku untuk pajak pendapatan dan pajak kekayaan
sebagai mrana di nuat dalam Staatsblad 1934 No. 291.
Karena pajak Kkini dihitung dari seluruh |aba



perusahaan progressi tarip berjalan sebagai mana
di r encanakan
ke-3 sub 4B°Ketentuan-ketentuan ini ditanbah berhubung dengan
per hi t ungan paj ak di vi den dengan paj ak per seroan.
ke- 4. Perubahan dan penanbahan di |l akukan sehi ngga sanksi yang di nuat
pada pasal 23 juga berlaku apabila, kewajiban yang
di nuat pada pasal 22 tidak di hiraukan.

Pasal |V.

Pada waktu nenbuat Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang No. 15 tahun 1959 terutanma nengenai penetapan bea istinmewa
untuk mnyak wangi, mnyak ranbut, air Kkunur, air penghias dan
lain-lain agar sejenis itu kurang diperhatikan peraturan-peraturan
i mpor yang berl aku pada tahun 1952 dan sekarang (1959). Pada tahun
1952 bea istinmewa untuk barang-barang tersebut berjum ah Rp. 240, -
tiap hektoliter cairan. Untuk inpor barang tersebut harus
di serahkan i ndusnmen sebesar 70% serta kurs valuta asing adal ah Nf
1,- = Rp. 3,-.

Harga entrepot barang dalam valuta asing sebesar N. 1,-
nmenj adi dal amrupi ah Indonesia 1,7 X Rp. 3.- = Rp. 5.1125.

Pada waktu sekarang (1959) dipungut P.U. 1.M sebanyak 200%
unt uk barang-barang tersebut. Kurs valuta asing adal ah Ned. f 1,- =
Rp. 12,-. Dengan lain perkataan harga barang dalam rupi ah tel ah
nmeni ngkat kira-kira 2 X 12

= 4,9 kali harga dul u, hingga
5,1125
dengan sendirinya juniah bea-bea untuk barang yang dipersoal kan
ini+ 4,9 X pul a nmeni ngkat nya.

Ber hubung dengan itu bea istimewa seharusnya di nai kkan nenj adi
4,9 X Rp. 240,- = Rp. 1. 176, -.

Karena pertinbangan praktis kenaikan bea istinewa tersebut
di usul kan nmenj adi Rp. 1.000, -.

Pasal V.

Dal am pasal ini dinuat beberapa penyenpurnaan istilah, ralat
nmengenai satu jum ah pajak dalam tarip B dan satu tanbahan (ad A
dan B)

Sel anjutnya berhubung dengan sistinmatik perundang-undangan
di anggap perlu untuk mengoper beberapa nmateri yang telah diatur
dal am nmasi ng- nasi ng "Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
Paj ak Hasil Bum 1959" dan "Peraturan Pajak D viden 1959" kedal am
O donansi Paj ak Pendapatan 1944 (ad C dan D).

Penghapusan ayat (4) pasal 8 O donansi Pajak Pendapatan 1944
(Ad E) diadakan berhubung materi ini diatur tersendiri dalam
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

Akhi rnya di pandang perlu adanya suatu ketentuan tentang wajib
nmel akukan penberitahuan, wal aupun kepada wajib pajak tidak
di beri kan surat penberitahuan.

PASAL VI .



Materi dalam pasal 9A ayat (1 bis) Ordonansi Pajak Upah,
kal i mat kedua termaksud diatur tersendiri dal am Per at ur an
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang berlaku bagi senua
paj ak Negar a.

Pasal VII.

l. a. Penunj ukan pegawai negeri yang di serahi sesuatu tugas dal am
pel aksanaan peraturan bea materai dilakukan dengan
Per at ur an Peneri nt ah.

Kekuasaan "CGoverneur Ceneral" | ainnya sebagai disebut dalam Aturan
Bea Materai 1921 di serahkan kepada Menteri Keuangan.

c.f. h. pasal -pasal yang dal amayat-ayat c, f h. sudah di hapus
dengan Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Undang-undang
Darurat No. 27 tahun 1957) tentang "Penagi han hutang
paj ak dengan surat paksa"

.Ayat ini dalam Perpu No. 18 tahun 1959 tidak turut ternuat.

. Perubahan dal am Perpu No. 18 tahun 1959 tel ah dil aksanakan
dengan Lenbaran- Negara tahun 1956 No. 47, sehingga tidak
perlu | agi dinuat.

OO0

I'l. a.Di adakannya penukaran pasal Il dengan pasal 111l ialah karena
pasal |1l lama berlaku umum sehingga |ebih cepat jika
pasal 111 |ama di dahul ukan penenpat annya dari pada pasa
11 lama  yang menuat per ubahan- per ubahan  khusus.
Per ubahan terl etak pada :

e. 1. Kat a- kata "surat peringatan" diganti dengan "catatan"

agar sesuai dengan yang di maksudkan.

2. Bagi an kal i mat "badan-badan hukum yang didirikan ol eh
Pemerintah" dijadi kan badan- badan usaha- berdasar kan
I.B.W dan |.CW" ialah untuk nenegaskan bahwa
yang di maksud dengan badan-badan itu ialah badan
usaha berdasarkan |1.B.W dan |.C W Berhubung
dengan itu nmka kalimat "dan juga yang diajukan
kepada badan hukum yang didirikan ol eh Penerintah
yang semata-mata nelakukan sebagian dari tugas
Penmerintah seperti msalnya perusahaan-perusahaan
yang termasuk |ndische Bedrijvenwet (Staatsblad
1927 No. 419)" dal am Penjelasan Perpu No. 1 8/1959
di anggap tidak tertulis.

d. Ber hubung dengan perubahan pada pasal 38 sub j, k dan I,
maka kepala dibawah bab [V perlu pula diubah dan
di sesuai kan.

c. Perubahan pada pasal 3 8 sub a, j. k. | dan pasal 41 ke-1
di | akukan dal am bahasa | ndonesi a.

g. Dengan di ubahnya bunyi pasal 41 ke-9, maka yang di kecual i kan
dari bea materai ialah tanda penerimaaan penbayaran dari
keuangan Penerintah, baik Pusat maupun daerah, dan badan
usaha berdasarkan |I.B.W dan |I.C W

h. Pasal 45 Kke-4. Bea nmaterai untuk surat Kketerangan
nmengenudi kan kendaraan bernotor hingga dewasa ini
besarnya Rp. 5, -

Ber kenaan dengan penai kan tarip bea materai mnaka kiranya tidak akan



nmenber atkan pi hak yang akan nmemliki surat keterangan
tersebut apabila jum ahnya bea materai dijadi kan Rp.
15,- nmengingat berlakunya surat keterangan tersebut
unt uk 5 tahun.

[11. Pasal IV
a. Berhubnng yang kena bea nmaterai tidak saja hasil bum tetapi
ada juga hasil lainnya seperti kulit binatang yang
ment ah maupun yang di nasak naka kata-kata "hasil-bum ™"
di baca hasil| bum dan hasil | ainnya.

b. Ki nine, sagu, beras dihapuskan dari pasal 109 ayat-(3)
karena sebagai obat-obatan dan sebagai bahan nakanan
utama penting artinya bagi rakyat. Pengecualian ini
sej al an dengan pengecual i an dal am pasal 29 Undang- undang
Paj ak Penj ual an.

c. Perubahan di sesuai kan dengan bentuk naterai dagang.

d. Ketentuan dalam pasal 116 a diadakan berhubung vyang
di kenakan bea materai dagang hanyalah transaksi yang
di adakan dal am | ndonesi a.

V. Pasal 73c. Perusahan diadakan untuk 1|ebih mnenegaskan bagi
pi hak mana pengecual i an ber | aku.

V.Surat obligasi adalah tanda dari perjanjian hutang-piutang yang
dibuat oleh debitur. deh karena surat obligasi sudah
di kenakan bea naterai dalam Bab Xl tentang "Bea naterai surat
ef ek" nmaka tidak | agi di kenakan bea materai nenurut bab ini

Pasal VI 11.

Per ubahan- per ubahan dan tanbahan-t anbahan yang di usul kan i al ah
guna mnengatur hal penetapan nilai sewa berhubung dengan keadaan
sekarang dan seterusnya guna nenyesuaikan beberapa pasal yang
menpunyai hubungan dengan soal penetapan nilai sewa tersebut (ad A
dan B.).

Sel anjutnya apa yang tercantum pada C dan D nerupakan
penyesuai an pada perubahan-per ubahan sebel utmya dal am Perpu No. 19
tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 112).

Pasal | X

1. a. Penghapusan pasal 1 ayat (1) ke-3 d Undang-undang Pajak
Penj ual an dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang No. 20 tahun 1959 adal ah suatu kehi | apan.

Ber hubung dengan itu maka pasal tersebut di hidupkan, kenbali dengan
nmenghapuskan pasal yang nmenuat penghapusannya.

b. Dengan maksud untuk 1ebih nenjelaskan maka Kketerangan
tentang pengertian "jasa" diubah.

Ti ndak usaha pabrikan dalam arti pasal 1 ayat (1) ke-3d, ialah
penghasi |l an barang dal am keadaan bergerak, termasuk juga
nmel akukan jasa, akan tetapi tindak wusaha tersebut
di maksudkan sebagai penyerahan barang ol eh pabrikan,
sehingga, sehingga tidak |agi dikenakan pajak sebagai
nmel akukan jasa. Dalam hal penghasilan pekerjaan itu
di | akukan untuk penesan yang di anggap sebagai pabrikan



dari pekerjaan itu, maka diangkat bahwa ia nel akukan
jasa itu dengan bebas. Syarat "dengan bebas" dal am
ket erangan tentang pengertian "jasa" bermaksud untuk
nmengecual i kan jasa-jasa yang dilakukan pengusaha yang
bekerja pada pengusaha |ai n dan segol ongan yang akhirnya
di anggap sebagai yang nel akukan j asa sel ur uhnya.

Unt uk nenent ukan apakah suatu pengusaha bekerja pada pengusaha |ain
dapat dianbil sebagai pedoman pasal 2 O donansi Pajak
Upah.

Yang di maksud dengan konsulen ialah pengusaha yang nenberikan
penerangan dan nasehat tidak saja dilapangan pajak
tetapi juga dilapangan lain seperti bidang ekonom
per usahaan, perburuhan dan |ain sebagainya, selain yang
di | akukan ol en pengusaha |ainnya disebut pada anak ayat
ini. Nasehat yang diberikan oleh eorang dokter
(consult), sebagai jasa dilapangan ketabiban, tidak
di kenakan paj ak

Juga jasa yang di beri kan pengusaha kant or adm ni stras
(admnistratie kantoren) di kenakan paj ak pej ual an.
Penmborong makanan dan bahan nekanan tidak di kenakan
paj ak karena jasa yang diberikan dengan nmaksud agar
ti dak neni nggi kan harga kedua macam bahan tersebut bagi
penerima j asa.

Yang di maksud dengan penborong ial ah pengusaha yang nel akukan jasa
secara borongan untuk pihak lain berdasarkan suatu
perjanjian antara kedua pihak tersebut dalam nana
di t ent ukan jum ah harga borongan

Dalam jumiah harga borongan ini pada |azimya sudah termasuk
penggantian atas jasa yang diberikan, penggantian nana
di anbi| sebagai dasar perhitungan paj ak penjual an

Pengusaha bi ro perencana pada umummya berusaha dal am bi dang nenbuat
rencana (rancangan) m sal nya nmengenai jumn ah pengel uar an
untuk suatu bangunan, serta nenbuat sekalian ganbarnya
dan nenberi kan nasehat-nasehat yang perlu nengenai hal
itu.

Biro ini ada kalanya diberi nama-lain seperti biro arsitek, biro
insinyur, biro tehnik, tetapi usahanya sana sehingga
unt uk pengenaan paj ak penjual an dapat di beri nama : biro
per encana.

Jika biro perencana sekalian nelaksanakan perencana itu, naka
pengusaha tersebut adalah sekalian nenjadi penborong.
Paj ak penjual an di pungut atas penggantian karena jasa
yang di beri kan sebagai perencana dan sebagai penbor ong.

Jasa yang diberikan wuntuk pengangkutan tidak dikenakan pajak
penj ual an. Ber hubung dengan itu maka "asurans
pengangkut an” juga tidak di kenakan paj ak penj ual an.

Pengusaha persewaan barang gerak ialah pengusaha yang nenyewakan
bar ang- barang gerak seperti neja, kursi, alat-alat
nmusi k, pesawat penutaran fil m dan sebagai nya. Persewaan
kendaraan untuk pengangkutan orang atau barang termasuk
pula dalam pengertian tersebut akan tetapi ol eh
peraturan ini dibebaskan dari pajak penjual an. Persewaan
ruangan selain untuk tenpat tinggal adalah m salnya
per sewaan gudang sebagai yang dil akukan ol eh pengusaha



veem

Biro perjalanan ialah suatu wusaha yang nelayani orang yang
nmel akukan perjal anan, pelancong dan sebagainya dal am
urusan nendapat kan karcis, pengangkutan, penginapan dan
| ai n sebagai nya.

I 1. Perubahan di adakan sebagai penbetul an dari kesal ahan-kesal ahan
yang terdapat dal amteks Perpu No. 20/ 1959.

I11.Perubahan teks ayat (14) adal ah untuk mnenperluas berlakunya
pengecual i an atas jasa dal am bi dang ket abi ban, sehingga tidak
terbatas pada pertolongan yang diberikan dokter, bidan
j ur ur awat .

Ayat (15). di hapus agar sesuai dengan ketentuan nengenai penyerahan
barang kepada Penerintah yang tidak dikecualikan, dari pajak
penj ual an.

Ayat (16). Persewaan al at pengangkut an di kecual i kan, ber hubung al at
pengangkut an nenpunyai arti yang penting dal am nasyar akat .

Ayat (17). Persewaan buku bacaan termasuk |apangan pendi dikan
kar enanya di kecual i kan dari paj ak penj ual an

Ayat (18). Makel ar, kom sioner dalam surat efek dan dalam hasil
bum dan hasil lainnya untuk nota penjual an/penbelian surat
efek dan hasil bum dan hasil lainnya wajib nenbayar bea
neterai dagang. Untuk tidak wusahanya itu yang termasuk
nmel akukan jasa dikenakan juga pajak penjualan. O ang-orang
yang sebagai pekerjaannya nel akukan jual beli surat efek atau
adal ah pedagang hasil bum dan hasil |ainnya, untuk tindak
usaha seperti tersebut diatas hanya dikenakan bea neterai
dagang, karena ia tidak termasuk pengusaha dalam arti pasal 1
ayat (1) ke-5 Undang-undang Paj ak Penj ual an.

Ber hubung dengan keganjilan itu dan agar tidak nenbebani pajak
terlalu berat bagi pihak nenggunakan perantaan nakel ar,
kom si oner di maksud, naka kedua pengusaha tersebut jika
nmel akukan jasa berkenaan dengan jual -beli surat efek dan hasil
bum dan hasil lainnya dinmksud pada pasal 109 Aturan Bea
Mat erai 1921, di bebaskan dari pengenaan paj ak penjual an.

Sebagai tanbahan atas penjelasan tentang Perpu No. 20 tahun 1959
(Tanbahan Lenbar an- Negara No. 1869).

Pasal 3 sub (Perpu No. 20/ 1959).

Jasa yang dil akukan sebelum tanggal 1 Januari 1960 tidak di kenakan

paj ak sekalipun terutangnya pajak - ialah di bayar nya
penggantian atas jasa - terjadi sesudah tanggal tersebut.
Dal am hak tersebut dianggap bahwa jasa telah selesai
di | akukan.

Ji ka jasa bel um sel esai seluruhnya dil akukan pada saat dil akukannya
Peraturan ini  maka untuk pelaksanaan Undang-undang Pajak
Penj ual an di adaakan pem sahan antara bagian jasa yang tel ah
sel esai dan yang belum dan jum ah penggantian dibagi dal am
i tbangan, yang sana dengan penbagi an j asa.

Bagi an pengggantian untuk bagian jasa sebelum tanggal 1 Januari
1960 di bebaskan dari paj ak penjual an.

Pasal X



Per ubahan dan t anbahan Per at ur an- per at ur an Peneri nt ah
Pengganti Undang- undang tersebut berlaku mulai hari di undangkannya
Per at ur an Peneri ntah Penggganti Undang-undang ini.

A eh karena Peraturan-peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang yang diubah dan ditanbah untuk pertama kali dilakukan nul ai
tanggal -1 Januari 1960, maka perubahan dan tanbahan tersebut untuk
pertanma kal i dil akukan pada saat itu juga.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 141 tahun 1959,

Di ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O,
CATATAN
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